LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 9 TAHUN 2009 SERI:D NOMOR:1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 9 TAHUN 2009

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PELAKSANA
PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEBUMEN,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf c
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang
Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan
Kehutanan dan dalam rangka meningkatkan
efektifitas penyuluhan sektor pertanian, perikanan
dan kehutanan, maka perlu mengatur Organisasi dan
Tata Kerja Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian,
Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Kebumen
dengan Peraturan Daerah;




Mengingat

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk
Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja
Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan
dan Kehutanan Kabupaten Kebumen.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan  Peraturan ~ Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang

Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4660);




10.

Peraturan  Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950
tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 1950;

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737 );

Peraturan  Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007
tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4741);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1
Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan
Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2
Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);




Menetapkan

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang
Menjadi Kewenangan Pemerintahan  Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun
2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Kebumen Nomor 22 ).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
dan
BUPATI KEBUMEN

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI
DAN TATA KERJA BADAN PELAKSANA
PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN
KEHUTANAN KABUPATEN KEBUMEN.




BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

e

Daerah adalah Kabupaten Kebumen.

Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut
asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Bupati adalah Bupati Kebumen.

Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
adalah Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan
Kehutanan Kabupaten Kebumen.

Kepala Badan adalah Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian,
Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Kebumen.

. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas,

tanggung jawab dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu
satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada
keahlian dan/atau ketrampilan tertentu yang bersifat mandiri.

Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Kebumen.




BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Pelaksana Penyuluhan
Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN

ORGANISASI BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN,

ey
2)

ey

2)

PERIKANAN DAN KEHUTANAN
Pasal 3

Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang penyuluhan.
Badan Pelaksana Penyuluhan dipimpin oleh seorang Kepala yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan

kebijakan daerah di bidang penyuluhan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan

Kehutanan mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan penyusunan kebijakan dan progamma penyuluhan
yang sejalan dengan kebijakan dan progama penyuluhan
provinsi dan nasional;




b. pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan mekanisme, tata
kerja dan metode penyuluhan;

c. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, pengemasan dan
penyebaran materi penyuluhan pertanian, perikanan dan
kehutanan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;

d. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kerja sama,
kemitraan, pengelolaan kelembagaan, ketenagaan, sarana
prasarana dan pembiayaan penyuluhan;

e. penumbuhkembangan dan fasilitasi kelembagaan dan forum
kegiatan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;

f.  pelaksanaan peningkatan kapasitas penyuluh Pegawai Negeri
Sipil, swadaya dan swasta melalui proses pembelajaran secara
berkelanjutan;

g. pelaksanaan  pengawasan dan pengendalian terhadap
pelaksanaan tugas di bidang penyuluhan; dan

h.  pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

Pasal 5

(1) Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan
Kehutanan terdiri dari :
a. Kepala Badan;
b. Sekretariat, membawahi :
1. Sub Bagian Perencanaan;
2. Sub Bagian Keuangan; dan
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
c. Bidang Ketenagaan dan Kelembagaan, membidangi :
1. Sub Bidang Ketenagaan; dan
2. Sub Bidang Kelembagaan.



d. Bidang Penyelenggaraan dan Kerjasama Penyuluhan, membawahi:
1. Sub Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan; dan
2. Sub Bidang Kerjasama Penyuluhan.

e. Kelompok Jabatan Fungsional;

f. Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.

(2) Bagan Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan
dan Kehutanan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan
Daerah ini yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
BALAI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN
KEHUTANAN

Pasal 6

(1) Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan merupakan
Unit Pelaksana Teknis Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian,
Perikanan dan Kehutanan.

(2) Pembentukan, organisasi, tugas dan fungsi Balai Penyuluhan
Pertanian, Perikanan dan Kehutanan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 7
(1) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Tenaga

Fungsional Senior selaku Ketua Kelompok yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Badan.




(2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi ke dalam Sub Kelompok-
Sub Kelompok sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin
oleh seorang Tenaga Fungsional Senior.

(3) Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan
beban kerja yang ada.

(4) Pembinaan terhadap Tenaga Fungsional dilakukan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 8
Setiap Kepala Satuan Organisasi dalam melaksanakan tugasnya
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9
Dalam melaksanakan tugasnya setiap Kepala Satuan Organisasi dan
Pejabat Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan
sinkronisasi secara vertikal dan horisontal, baik dalam lingkungan masing-
masing maupun antar unit organisasi lain sesuai dengan tugasnya.

Pasal 10
Setiap Kepala Satuan Organisasi wajib mengawasi bawahannya dan

apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang
diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.




Pasal 11

Setiap Kepala Satuan Organisasi bertanggung jawab dalam memimpin,
mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan
petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 12

(1) Setiap Kepala Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi
petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta
menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

(2) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan,
tembusan laporan disampaikan kepada satuan organisasi lain yang
secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

(3) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari
bawahan wajib diolah dan digunakan sebagai bahan penyusunan
laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk
kepada bawahan.

BAB VII
ESELON

Pasal 13

(1) Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan
Kehutanan merupakan Jabatan Struktural Eselon IIb.

(2) Sekretaris Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan
Kehutanan merupakan Jabatan Struktural Eselon Illa.

(3) Kepala Bidang pada Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian,
Perikanan dan Kehutanan merupakan Jabatan Struktural Eselon IIIb.
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(4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang pada Badan Pelaksana
Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan merupakan Jabatan
Struktural Eselon IVa.

(5) Kepala Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan pada
Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
merupakan Jabatan Struktural Eselon IVa.

(6) Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Balai Penyuluhan Pertanian,
Perikanan dan Kehutanan merupakan Jabatan Struktural Eselon I'Vb.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Satuan Organisasi yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini
diundangkan, yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang penyuluhan
pertanian, perikanan dan kehutanan tetap menjalankan tugas pokok dan
fungsinya sampai dengan dilantiknya unsur susunan organisasi
berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15
Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas, fungsi dan tata kerja Badan
Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan serta hal-hal

lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai
teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.
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Pasal 16
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 18 November 2009
BUPATI KEBUMEN,
ttd
MOHAMMAD NASHIRUDDIN AL MANSYUR

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 18 November 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

SUROSO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2009
NOMOR 9
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LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KEBUMEN
NOMOR 9 TAHUN 2009
TANGGAL 18 NOVEMBER 2009

BAGAN ORGANISASI BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN
DAN KEHUTANAN KABUPATEN KEBUMEN

KEPALA BADAN
SEKRETARIAT
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN
PERENCANAAN KEUANGAN UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
BIDANG KETENAGAAN BIDANG PENYELENGGARAAN
DAN KELEMBAGAAN DAN KERJASAMA PENYULUHAN
1 [
SUB BIDANG SUB BIDANG PENYELENGGARAAN
KETENAGAAN PENYULUHAN
SUB BIDANG SUB BIDANG KERJASAMA
KELEMBAGAAN PENYULUHAN
BALAI PENYULUHAN PERTANIAN,
PERIKANAN DAN KEHUTANAN
BUPATI KEBUMEN,

ttd
MOHAMMAD NASHIRUDDIN AL MANSYUR
Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 18 November 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,
SUROSO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2009
NOMOR 9



PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 9 TAHUN 2009

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PELAKSANA
PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
KABUPATEN KEBUMEN

I.  PENJELASAN UMUM

Untuk memperkuat pengembangan pertanian, perikanan
serta kehutanan yang maju dan modern dalam sistem
pembangunan yang berkelanjutan sesuai dengan amanat Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan
Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, perlu dibentuk lembaga
penyuluhan.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka perlu dibentuk
Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Organisasi dan
Tata Kerja Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan
Kehutanan.



II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.
Pasal 2

Cukup jelas.
Pasal 3

Cukup jelas.
Pasal 4

Cukup jelas.
Pasal 5

Cukup jelas.
Pasal 6

Cukup jelas.
Pasal 7

Cukup jelas.
Pasal 8

Cukup jelas.
Pasal 9

Cukup jelas.
Pasal 10

Cukup jelas.
Pasal 11

Cukup jelas.
Pasal 12

Cukup jelas.
Pasal 13

Cukup jelas.
Pasal 14

Cukup jelas.
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Pasal 15

Cukup jelas.
Pasal 16

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 33
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